
 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021. 

  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

SALINAN 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5161); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5219); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323; 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan  Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 114); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN 

dan 

BUPATI MAGETAN 

 

MEMUTUSKAN : 
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan 

keuangan memuat : 

a.  Laporan Realisasi Anggaran 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

c.   Neraca 

d. Laporan Operasional 

e.   Laporan Arus Kas  

f. Laporan Perubahan Ekuitas 

g.   Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

dilampiri dengan ikhtisar laporan kinerja dan laporan 

keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

 

Pasal 2 

 

Laporan realisasi anggaran  sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut : 

a. Pendapatan Rp  1.896.117.538.030,50   

b. Belanja Rp  1.773.058.306.092,00 

  Surplus/(Defisit)  Rp 123.059.231.938,50 

c. Pembiayaan           

  - Penerimaan  Rp  245.006.096.527,76 

  - Pengeluaran  Rp     5.000.000.000,00 

    Pembiayaan Netto Rp  240.006.096.527,76 

d. Sisa Lebih Pembiayaan  

 Anggaran (SILPA) Rp 363.065.328.466,26    

 

Pasal 3 

 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 sebagai berikut : 

1.  Selisih  anggaran  dengan  realisasi  pendapatan sejumlah 

Rp101.669.755.151,50 dengan rincian sebagai berikut: 

a.  Anggaran pendapatan  

 setelah perubahan Rp 1.794.447.782.879,00 

b.  Realisasi Rp 1.896.117.538.030,50 

 Selisih lebih/(kurang) Rp  101.669.755.151,50 
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2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp(255.684.463.315,00) dengan rincian sebagai berikut: 

a.  Anggaran belanja  

 setelah perubahan Rp 2.028.742.769.407,00 

b.  Realisasi Rp 1.773.058.306.092,00 

 Selisih lebih/(kurang) Rp   (255.684.463.315,00) 

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp357.354.218.466,50 dengan rincian sebagai berikut: 

a.  Surplus/(defisit )  

 setelah perubahan Rp (234.294.986.528,00) 

b.  Realisasi  Rp 123.059.231.938,50 

 Selisih lebih/(kurang) Rp     357.354.218.466,50 

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp11.109.999,76 dengan rincian sebagai berikut: 

a.  Anggaran penerimaan  

 pembiayaan setelah  

 perubahan Rp  244.994.986.528,00 

b.  Realisasi Rp  245.006.096.527,76 

 Selisih lebih/(kurang) Rp           11.109.999,76 

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp(5.700.000.000,00) dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Anggaran pengeluaran  

 pembiayaan setelah  

 perubahan Rp 10.700.000.000,00 

b.  Realisasi Rp 5.000.000.000,00 

 Selisih lebih/(kurang) Rp (5.700.000.000,00) 

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto 

sejumlah Rp5.711.109.999,76 dengan rincian sebagai    

berikut : 

a.  Anggaran pembiayaan netto  

 setelah perubahan Rp   234.294.986.528,00 

b.  Realisasi Rp   240.006.096.527,76 

 Selisih lebih/(kurang) Rp       5.711.109.999,76 

 

Pasal 4 

 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021  

sebagai berikut : 

a.  Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 244.958.986.527,76 

b. Penggunaan SAL sebagai   

 Penerimaan Pembiayaan Tahun  

 Berjalan Rp     244.958.986.527,76 
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c. Sisa Saldo Anggaran Lebih Awal Rp --- 

d.  Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan  

 Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 363.065.328.466,26 

e. Koreksi Kesalahan Pembukuan   

 Tahun Sebelumnya Rp --- 

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 363.065.328.466,26   

 

Pasal 5 

 

Neraca  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c 

per 31 Desember 2021  sebagai berikut : 

a.  Jumlah aset Rp 2.466.676.994.872,03 

b. Jumlah Kewajiban Rp     27.120.779.308,51 

c.  Jumlah ekuitas Rp 2.439.556.215.563,52 

 

Pasal 6 

 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf d per 31 Desember 2021  sebagai berikut : 

a.  Pendapatan Operasional Rp 1.763.488.323.651,95 

b. Beban Operasional Rp  1.623.121.725.599,88 

c.  Surplus/(Defisit) Dari Operasi Rp 140.366.598.052,07 

d. Jumlah Surplus/(Defisit) Dari  

 Kegiatan Non Operasional Rp 424.680.287,48 

e. Surplus/(Defisit)  

 Sebelum Pos Luar Biasa Rp 140.791.278.339,55 

f. Jumlah Surplus/Defisit Dari  

 Pos Luar Biasa Rp (504.952.696,00) 

g. Surplus/(Defisit)-LO Rp 140.286.325.643,55   

 

Pasal 7 

 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember tahun 2021 sebagai berikut : 

a.  Saldo kas awal per 1 Januari 2021 Rp 244.958.986.527,76 

b.  Arus kas dari aktivitas operasi Rp 280.804.737.848,60 

c.  Arus kas dari aktivitas investasi   Rp  (162.745.505.910,10) 

d.  Arus kas dari aktivitas  

 pendanaan Rp 47.110.000,00 

e.  Arus kas dari aktivitas Transitoris Rp                            0,00 

f.  Saldo kas akhir per 31 Desember  

 tahun 2021 Rp    363.065.328.466,26 
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Pasal 8 

 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2021  sebagai berikut : 

a.  Ekuitas Awal Rp 2.289.158.610.816,28 

b. Surplus/(Defisit)-LO Rp     140.286.325.643,55 

c.  Dampak Kumulatif Perubahan   

 Kebijakan/Kesalahan Mendasar: 

- Koreksi Nilai Persediaan Rp  -- 

- Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp -- 

- Koreksi Ekuitas Lainnya  Rp    10.111.279.103,69 

d. Ekuitas Akhir Rp 2.439.556.215.563,52 

  

Pasal 9 

 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 

ayat (1)  huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 

keuangan. 

   

Pasal 10 

 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Daerah ini, terdiri dari : 

a.  Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas; 

 Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah 

dan organisasi; 

 Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi 

menurut kelompok dan jenis pendapatan, 

belanja dan pembiayaan;  

 Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut  urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan; 

 Lampiran I.4 :  Rekapitulasi realisasi belanja menurut  

urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, dan sub kegiatan;  

b. Lampiran II :  Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih; 

c. Lampiran III :  Laporan Operasional; 

d. lampiran IV :  Laporan Perubahan Ekuitas; 
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e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan. 

h. Lampiran VIII :  Daftar rekapitulasi piutang daerah; 

i. Lampiran IX :  Daftar rekapitulasi penyisihan piutang 

tidak tertagih; 

j. Lampiran X :  Daftar rekapitulasi dana bergulir dan 

penyisihan dana bergulir; 

k. Lampiran XI :  Daftar penyertaan modal (investasi) 

pemerintah daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan 

dan pengurangan aset tetap daerah; 

m. Lampiran XIII :  Daftar rekapitulasi aset tetap; 

n. Lampiran XIV :  Daftar rekapitulasi konstruksi dalam 

pekerjaan; 

o. Lampiran XV :  Daftar rekapitulasi aset lainnya; 

p. Lampiran XVI :  Daftar dana cadangan daerah; 

q. Lampiran XVII :  Daftar kewajiban jangka pendek; 

r. Lampiran XVIII :  Daftar kewajiban jangka panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun 

anggaran 2021 dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran berikutnya; 

t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri 

atas; 

 Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan 

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; 

 Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan 

laba/rugi) Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah;  

 

Pasal 11 

 

Bupati Magetan menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai 

rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021. 
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Pasal 12 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan. 

 

 

Ditetapkan di Magetan 

pada tanggal 23 Agustus 2022                                     

   

BUPATI MAGETAN, 

ttd 

SUPRAWOTO 

Diundangkan di Magetan  

pada tanggal 23 Agustus 2022    

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

ttd 

HERGUNADI 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR  2 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA 

TIMUR NOMOR:98-2/2022 

 

 



 11 

PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN 

NOMOR  2  TAHUN 2022 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

I. UMUM. 

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan 

daerah perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 

320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir. 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud berupa 

laporan keuangan yang memuat beberapa hal sebagai berikut: 

a.  Laporan realisasi anggaran 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

c.   Neraca 

d. Laporan Operasional 

e.   Laporan arus kas  

f. Laporan Perubahan Ekuitas 

d.   Catatan atas laporan keuangan. 

Adapun Laporan keuangan dimaksud disusun dengan dilampiri ikhtisar 

laporan kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai keentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 
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Pasal 3 

 Cukup jelas. 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

Pasal 12 

 Cukup jelas. 
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